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PERATURAN KEPALA DESA GREGES
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GREGES,

bahwa berdasarkan pasal 33 Peraturan Menteri Keuangan Nomor
201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu diatur
Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun
20295;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang
Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun
2024;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara
(Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166,
Tambahan Lembaran Negara Rebupilk Indonesia Nomor 4916);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6914);
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13.
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5539)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Rebuplik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2021
Tentang percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara
Rebuplik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2024
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2024 Nomor );

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang
Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang
Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 89);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 611);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 Tentang
Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan
Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 590);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa ( Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang
petunjuk operasional atas fokus penggunaan Dana Desa Tahun
2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor );
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun
2024 tentang tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor );

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2024

Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2024 Nomor );

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 47 Tahun 2019 tentang
Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2018 Nomor 48);

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2018 Nomor 51 Bagaimana Telah diubah
dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50
Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa), (Berita Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 22);

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 Tentang
Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12);

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2024 Tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2024 Nomor );

Peraturan Desa Greges Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kewenangan
Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala
Desa (Lembaran Desa Nomor 7 Tahun 2020);
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Peraturan Desa Greges Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026
(Lembaran Desa Greges Tahun 2020 Nomor 2) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Desa Greges Nomor 6 Tahun 2024
tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Greges Nomor 2 Tahun
2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Greges Tahun 2024 Nomor 6).

Peraturan Desa Greges Nomor 8 Tahun 2024 tentang Tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa
Greges Tahun 2024 Nomor 8);

Peraturan Desa Greges Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Greges Tahun 2025 (Lembaran Desa

Greges Tahun 2024 Nomor 10);
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG KELUARGA

il 2000 il 3

10.

11.

PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
TAHUN 2025
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud :
Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
Desa adalah desa Greges.
Kepala Desa adalah Kepala Desa Greges.
Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Greeges.
Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala Desa
dan bersifat mengatur.
Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi
kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan
masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat
istiadat Desa.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa,
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan
belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
anggaran Pendapatan dan belanja daerah kabupaten.dan digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan
masyarakat Desa.
Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan
mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan,
baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun factor manusia
sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan
lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal
modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.




12. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga
yang berhak menerima BLT Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa
khusus/insidentil.

BAB II
PRIORITAS
Pasal 2
(1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan
prioritas yang bersumber dari Dana Desa untuk:
a. Program perlindungan sosial berupa BLT Desa;
b. Kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani; dan

(2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berupa peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa melalui kegiatan
pelayanan sosial dasar.
BAB III
PENGANGGARAN DAN KPM
Bagian Kesatu
Penganggaran
Pasal 3
(1) BLT Desa dianggarkan melalui jenis belanja tidak terduga di bidang

penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak pada sub
bidang keadaan mendesak.

(2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah) selama 12 (dua belas) bulan kepada KPM BLT Desa.
Bagian Kedua
KPM
Pasal 4

KPM BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan dengan

kriteria sebagai berikut:

a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan
diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori
kemiskinan ekstrem;

b. kehilangan mata pencaharian;

c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;

d. keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik
yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN; dan

e. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

BAB IV
PENETAPAN
KPM
Pasal 5
Uraian lebih lanjut mengenai Daftar KPM BLT Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.




BAB V
PENUTUP
Pasal 6
Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Greges.

Ditetapkan di Desa Greges

Diundangkan di Desa Greges
pada tanggal 31 Desember 2024
PLT SEKRETARIS DE EGES,

SARIP HASAN
BERITA DESA GREGES TAHUN 2024 NOMOR 10




Lampiran Peraturan Kepala Desa Greges

Nomor
Tanggal

: 10 Tahun 2024
: 31 DESEMBER 2024

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2025
DESA GREGES KECAMATAN TEMBARAK

KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2024
JENIS PEKERJAAN
w i _8””“ pemilik lahan |0 pRIA BLT
P 1. Keluarga Miskin atau Tidak Mampu yang
penggarap/penyewa
26 Rtk bkt berdomisili di desa bersangkutan dan
4 = nelayan pemilik perahu Mnmg“gu dalam kategori kemiskinan
# u-.h“_-bwnu g 2. Kehilangan mata pencaharian
JENIS KELAMIN| TANGGAL Mou buruh nelayan 3. Mempunyai anggota keluarga yang rentan
NO NO KK NIK NAMA PENERIMA | ! = LAKI-LAKI M ALAMAT RW |7 = buruh pabrik RAEE shvas ) S
2= Format : 8= e N 4. Keluarga Miskin penerima JPS lainya
PEREMPUAN | HH/BB/TTTT o g yang terhenti baik yang bersumber dari
10 un & e APBD dan/atau APBN
* Pedagnng Wrang 5. Keluarga miskin yang terdampak
11 = pedagang makanan
12 = PRT (Pembantu pandemi Covid-19 dan belum menerima
Rumah T: a) g
13= woﬂh_n.“ﬂ 6. Rumah tangga dengan anggota rumah
14 = Buruh Ba tangga tunggal lanjut Usia
99= lainnya
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11
1 [3323021112170001  |1503090112870001  |NUR CHAMID 1| 01/12/1982 |MANTENAN 2 99 3
2 |3323023108200001 3323026709920001 PURWANTI 2 27/09/1992 MANTENAN 2 12 1
3 |3323020402210004 3323024808650001 SITI ROKHANAH 2| 08/08/1965 |MANTENAN 2 3 1
4 |3323021912050238 3323026911720001 SITI ROKHMAH 2| 29/11/1972 |BANJAR 3 2 1
s |3323022005110001  |3323024504920002  |WARDAH AL AZIZAH TSANI 2| 05/04/1992 |BANJAR 3 11 3
6 |3323020212210001  |1809051603570001  |TOREKAH 2| 31121197 |GREGES 1 3 1
7 |3323022402070486  |3323025710850002  |FARIDATUL FALIHAH 2| 171011985 |GREGES 1 99 1
8 [3323021302240001  |3323026802720001  |IDASULASI 2| 28/02/1972 |GREGES 1 99 1




